BS | BANK SYARIAH
INDONESIA

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
NOMOR : W13-A34/1653 /KU.05/7/2023
NOMOR : 03/163-03/9067
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
CABANG MADIUN KARTOHARJO

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-
2023) bertempat di Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Onis Nur Islahi, 5.50s., M.M. selaku Sekretaris dan bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Kota Madiun, beralamat di Jalan Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun,
selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2 Sulaiman, bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, dalam
jabatannya selaku Branch Manager di Unit Kerja KCP Madiun Kartoharjo, terhitung
mulai tanggal 5 Juli 2023, berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan
(SKPP) No. 03 /05361-SK/HC-BSI, untuk selanjutnya disebut “PTHAK KEDUA”.

Para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikat
diri satu sama lain dalam suatu perjanjian  kerjasama dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL1
PENGERTIAN UMUM

1. Objek Sewa adalah lahan milik pihak pertama yang diperjanjikan akan di gunakan pihak
kedua melalui perjanjian ini.

2. Jangka Waktu Sewa adalah masa sewa tertentu yang ditetapkan sebagai batas waktu
berlakunya perjanjian dan sekaligus menjadi batas waktu sewa menyewa.

3, Biaya Sewa adalah sejumlah uang yang harus di bayar oleh pihak kedua.

4. Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut “ATM”) adalah mesin (perangkat) milik
pihak kedua yang memberikan jasa/layanan keuangan seperti penarikan uang tunai,
pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening, yang beroperasi secara terus
menerus selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dalam satu tahun penuh.
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PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pihak Pertama menyediakan lokasi/ lahan yang terletak di lingkungan kantor
Pengadilan Agama Kota Madiun, untuk dimanfaatkan dan di gunakan oleh pihak keduna
untuk bangunan sebagai pengoperasian mesin ATM miilik pihak kedua, dengan kondisi
sebagai berikut

» Area ' Pengadilan Agama Kota Madiim
e Alamat : Jalan Ring Road Barat No. 1 kota Madiun
e Luas : 6 1m?

Penggunaan objek sewa oleh pihak kedua sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal
‘ini kepada pihak kedua dilaksanakan pada jangka waktu sewa dan di pungut biaya
sewa.

Pihak pertama menyeratikan objek sewa dalam keadaan baik, kosong dan siap
ditempatkan bangungan untuk mesin ATM milik pihak kedua berikut perlengkapan
pendukungnya dengan penataan tuang sesuai dengan standar spesifikasi ruang ATM
berlaku pada pihak kedua.

Penetapan objek dan perubahan-perubahannya yang di lakukan oleh pihak kedua
menjadi beban biaya pihak kedua.

Penggunaan objek sewa tetap memperhatikan serta tetap menjaga kebersihan dan
estetika tempat/lahan halaman pihak pertama berikut lingkungan milik pihak pertama.
Pihak kedua hanya diperkenankan untuk menggunakan objek sewa untuk kegiatan
vang berhubungan dengan ATM, apabila pihak kedua hendak memakai objek sewa
untuk makstid lain dari pada yang telah di tetapkan dalam perjanjian ini; pihak kedua
wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahutu dari pihak pertama.

PASAL 3
| JANGKA WAKTU KERJASAMA
Petjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitong mulai
tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2024.

Setelah tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir dan pihak kedua bermaksud untuk

memperpanjang jangka waktu perjanjian kerjasama ini, maka pihak kedua wajib

memberitaluikan maksudnya tersebut secara tertulis, kepada pihak pertama selambat--

lambainya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Apabila 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu peyanjian ketjasama ini berakhir, pihak

pertama belum menerima surat permohonan perpanjangat kerjasama, maka pihak
pertamha mengariggap pihak kedua tidak bermaksud melanjutkari kerjasama ini.

PASAL 4

BIAYA SEWA
Biaya sewa merniyewa ini sebesar Rp. 7.510.000,~ (tujuh juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah) untuk jangka waktu1 (satu) tahun masa sewa, berdasarkan surat persetujuan
sewa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nemor : 5-
36/ MK.6/KNL.1006/2023. tanggal 22 Mei 2023 dan Penstapan Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 451/SEK/SK/ VI/2023 tanggal 12 furd 2023.

Penyewa menyetorkan keseluruhan pembayaran uang sewa sekaligus ke Rekening Kas

Umum Negara kode akun 425131 pa]mg lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan
penandatanganan perjanjian sewa - menyewa.

Bukti setoran pembayatan sewa kerekening Kas Umum Negara untuk di sampaikan
kepada pthak pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penandatariganan
perjanjian sewa - menyewa.




Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka
permohonan tersebut harus di sampaikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama paling.
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pajak - pajak iuran - iuran dan/atau pungutan - pungutan lain yang berhubungan dengan
kegiatan yang menunjang kegiatan usaha p]hal( kedua menjadi beban dan. tanggung
jawab pihak kedua.

PASAL S
'KEWAJIBAN - KEWAJIBAN

. Dalam hal ini, untuk pembangunan rumah. ATM di lingkungan ketja Pihak Pertama
adalah disepakati menjadi kewajiban Pihak Kedua.

2, Selama berlangsung perjanjian kerjasama inj, pihak kedua akan mengasuransikan mesin

ATM dan perlengkapanniva serta uang yang .ada di meain ATM dari bahaya yang
mimngkin terjadi dan segala biaya beban dan tanggting jawab yang harus dibayar oleh
pihak kedua.

. Pihak pertama akan membantu mengamankan lokasi/ ruang dimana mesin ATM dan
petlengkapannya dibangun dan menginformasikan pada pihak kedua bila kondisi ATM
tidak dapat beroperasi. .

. Apabila pibak pertama bermaksud untuk memutuskan petjanjian kerjasama ini sebelum
jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir, dikarenakan lokasi tersebut akan
dipergunakan oleh pihak pertama, maka pihak pertama wajib mengembalikan sisa uang
sewa yang belum ditalui kepada pihak kedua.

. Pihak'.per:tama, maka dalam hal tersebut harus mendapat persetujuanterlebih dahiilu dari
pihak kedua dan pihak pertama wajib memberikan penggantian biaya kompensasi atas
pemindahan mesin. ATM, pembongkaran VSAT, dan neon box yang besarnya akan
dibicarakan dan‘dihitung; bersama-sama antara pihiak pertama dengan pihak kedua.

. Pihak pertama tidak bergantung jawab atas beban biaya pemasangan neon box ATM dan
p.ema_sémg_an_ kwh listrik beserta beban biaya setiap bulannya, se'gal_a_beban biaya yang
timbul atas pemasangan mesin ATM tersebut menjadi kewajiban pihak kedua.

. Pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal-hal Tain yang timbul
pada mesin ATM dan perangkat lainnya milik pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban
melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap mesin ATM dan perangkat
pendukungnya. |

PASAL 6
PERALATAN DAN SET UP RUANGAN

Pihak Pertama mengjinkan pihak kedua untuk memasang antenna VSAT berikut
perlengkapannya yang diletakkan di tempat yang memungkinkan sehingga ATM tersebut
dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu peralatan elektronik pihak
pertama. '

Pihak pertama memberikan fasilitas-faeflitas kepada pihak kedua sebagai berikut :

a) Mengijinkan pihak kedua atan tekmisi yang ditunjuk dengan: menunjukkan
identitasniya dan melapor pada pihak pertama untuk melakukan service/
pemeliharaan dan perbaikan mesin ATM setiap waktu jika diperlukan, dengan
sepengetahuan staf Pihak Pertama yang berwenang.

b} Mengijinkan pihak kedua untuk menentukan jam usaha sesuai dengan kegiatan
operasi pihak kedua. |



3. Pihak pertama mengijinkan pihak kedua untuk memasang neon box ATM BSI ditempat
yang telah disepakati bersama, dimana ijin/ biaya reklame dan pajak neon box menjadi
beban pihak kedua.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah keadaan-keadaan
sebagai berikut :
a) Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan banjir besar.
b) Huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian di luar
kedua belah pihak.

2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak pertama dan atau pihak kedua sebagai
akibat dari terjadinya Force Majeure tersebut dalam ayat 1 pasal ini bukan merupakan
tanggung jawab para pihak.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan secara
musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan melalui proses pengadilan dengan memilih tempat kedudukan yang tetap di
Kantor Pengadilan Negeri Madiun.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat dan ditandatangani di : Madiun
Pada tanggal 21 Juli 2023

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Beremadilan Agama Kota Madiun PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

Sulaiman
Branch Manager




